
Menimbang

Mengingat

GUBER\UR.I,AN@UNG
KEPUTUSAN GI,'BERI{T'R LAMPUNG
I{oMoR : G I a2 lB.os llJt<l 2O2s

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAIT DAIRAII
ISBT'PATEI{ TULAITG BAWAITG

TENTANG RITRIBUSI PERSETUJUAN BANGI'NAN GEDUNG

GUBER"ITUR LAMPUIYG,

:a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,
telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O22;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan la.yanan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tlrgas dan Wewenang Gubemur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KPLIMA

: 1.

2.

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-

338/PK/PK.4 12022 Tanggal 25 November 2022 }:,al Evaluasi
Raperda Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung.
Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

900.1.13.1/115/keuda Tanggal 5 Januari 2023 hal
Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNT'R TENTAITG Ef,'ALUASI RAXCANGAN
PERATI,'RAN DAERAH KABUPATEIY TULANG BAWANG
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAI{ BAI{GIIT{AN GEDUNG.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trrlang
Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Tulang Bawang bersama DPRD Kabupaten Tulang
Bawang segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubemur.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada
Gubernur la.mpung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dan Menteri Keuangan Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Januarl 2023

GUBERNI,'R LI\MPUNG,

Tembusan:
1. Menteri DalaE Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulalg Bawang di Menggala-

ARII{AI DJUI{AIDI



LAMPIRAN
KEPUTUSA.IT GUBERITUR I.AXPUI|G
ItoMoR: c/ 82 /B.o3llt.ttl2v23
TENTAITG
Ef,IALUASI RA"ITCAITGAIT PERATT'RAN
KABUPATEN TULIING BAWAI|G TEI{TAI{G
PERSETU.'UAN BAITGT'ITAIT GEDT'IYG

DAERAH
RETRIBUST

IIASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAII XABT'PATEN TULANG BAWANG
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BATTGUNAN GEDUNG

No Materi Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

I 2 -l -t
I Penonroran

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ruLANG BAWANG
NOMOR.......TAHUN...... ... Tetap

omor
20ll sebacaimana
diubah bEberaoa
terakhr denqan IJU
I 3 Tahun 20)2

telal
kali

Nomor

2 Judul Raperda RETRIBUSI PERSETUJL]AN BANGL]NAN GEDUNG Tetap

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BIJ.PATI,

DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,
Disempumakan.

J Konsideran
menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peratuan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pers€tuiuan Bangunan Gedung.

Sesuai PP Nomor 16
Tahun 2021.

4 Konsiderans
mengingat

Konsideran Mengingat:
a. Angka 3, angka 5 dan

angka 9 dihapus .

b. Angka 2 dan angka 4
diubah.

l. Pasal l8 avat (6) Undane-
neputtit Indonesia iatru, ifq

ndang Dasar Negara esatuan l. Tetap
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tent ng Cipta Kcrjo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Trhun 2022
Nomor 23E, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 6841);
Dihapus.

2
2. Undang-Undang Nomor 28

Gedung (Lembaran Negara
Nomor 134, Tambahal Lern Negara

diubahNomor 4247 sc

Tahun 2002 tentan
blik Indonesia tahun

Bangunan
2002Repu

baran lik Indonesia
telah)

6s$)E

3

Rumusan Raperda

Sesuai PP Nomor 16 Tahun
202t .

Tetap
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentrrg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dorgan Unrlmg Undant Nerer I I Tdtur 2020 8entant

Nemer 215; Teglbdlon tsnbarafl Negara Rspublik tndenesie
Nemer+S+91

jc

651*
6. Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (t embarax
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daeral dalam rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lernbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung (Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tmrbahan Lembaan Negara Republik
lndonesia Nomor 6628);q PsretEron M€at€ri Ddorn Not€ri Nerer 80 Tdrun 2015

iro

xI^^-: l\T^-& r an -r^L,.- tnl e 'rar+--^ D--.L^L^-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undeng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipt
Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2022 Nomor 238, Trmbshan Lembaren Negara Republik
lndonesia Nomor 6841);

5. Dihapus.

6. Tetap

7. Tetap

8. Tetap

Tentang Pembmtu&an Predr* Hukwr Daerdr (Berita
Neeffa RepEbtik Inden .i

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang BarNang Nomor 12

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daeral
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang (Lembaran Daeralr Kabupaten Tulang

32 -)

'Iahun 2020 Nomor l2

10. Tetap

9. Dihapus.
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I , -l )
Frase Persetujuan
Bersama

Dengan Persetujum Bersana
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TULANG BAWANG
dan

BUPATI KABUPA'IEN TULANG BAWANG

5 Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

ruLANG BAWANG
dan

BUPATI TULANG BAWANG

Disempumakan sesuai
k€tentuan UU Nomor 12
Tahun 201 I sebagaimana
telah diubah dengan tfU
Nomor 13 Tahun 2022.

Diktum
Memutuskan

MEML]ruSKAN6 MEMUTUSKAN Tambahkan tanda baca titik
dua (:) setelah kata
Mernutuskan.

7 Diktun
M kan

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERSETUruAN BANGUNAN GEDUNG

RETRIBUSI

8 Ketentuan Umum

Pasal I
a Angka I dan angka 2

diubah.
b. Tambahkan 2 (dua)

angka baru yaitu angka
9a. dan angka l0a.

c. Angka 15

disernpumakan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dangan:

@
;

Bor*ongr
3. Bupati adalah Bupati Tulurg Bawang.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi

yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian
atau seluruhnya berada di atas darratau di dalam tanah dan/atau
air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usah4 kegiatar sosial, budayq
maupun kegiatankhusus.

5. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di
dalarn dan di luar bangunan gedung yang mendukung
pemenuhan terselenggaranya fimgsi bangunan gedung.

6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
PBG adalah perizinan yang diberiksn kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, margubah,
memperluas, mengurangi, dat/atau merawat Bangunan Gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

7. Sertifikat Laik Fungsi Bmgunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat ymg diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan firngsi Bangunan
Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB I
KETENruAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah Otonom yang selanjutnyo disebut Daerah adllah

kmatuan masysrskst hukum yang mempunyai betrs-
batas wilayah yong benvenang meng|tur dan mengurus
UrusanPemcrintahan dan kepentinganmasyarakrt
s€temprt menurut prakar.sa sendiri berdasrrkan aspirasi
masysrskat dahm sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati scbagoi unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan ysng meniadi
kewenangan daerah otonom.

3. Tetap.
4. Tetap.
5. Tetap.

7 . Td.ap

6. Tetap.
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8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian
izin tertentu yang khusus disediakan danlatar dib€rikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi aau
badan.

9. Surat Bukti Kepernilikan Bangunan Cedung yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas

status kepemilikan Bangunan Gedung.
l0.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik

adalah orang perseorangan yang merniliki kompetensi dan
diberi tugas oleh pernerintah pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi
terhadap penyel enggaraan Bangunan Gedung.

ll.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yag menertukan
besarnya jumlah pokok retnbusi yang terutang.

l2.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah suat untuk melakukan tagihan rcribusi dan/atau
sanksi admiristratif berupa bunga dan/atau denda

l3,Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundangan-undangan diwajibkan mtuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

l4.Badan adalah sekumpulan orang dar/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan t€rbatas,
p€rseroan komanditer, perseroan lainny4 badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa puq firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasarL
organisasi mass4 organisasi sosial politik, atau organisas
lainny4 lembaga dan bentuk badan lainnya tcrmasuk kontsak
investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.

l5.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutsrya
disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pernberian
persetujuan mendiikan bangunan Gedung yang dibebankan
kepada orang pribadi atau badm.

Tetap

9. Tetap.
9a. Rencana Telmis Pembongkaran Bangunan Gedung yang

selanjutnya disingkat RTB adaloh dokumen yang berisi
hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung
dan lingkungannya, metodologi pembongkaran,
mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis
Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan
pembongkarrn.

10. Tetap.
l0a.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SSRD adalah bukti pembayarsn aaau
penyetorrn retribusi yang telrh dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kss dserah melolui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

I L Tetap.

12. Tetq.

13. Tete.

14. Tetap

15. Retribusi Persetujuan Bangunan Ged,,ng yang selanjutnya
disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian
persetujuan membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merowat Bangunan Gedung
s$uai dengan standar teknis bangunan
Gedung ymg dibebankan kepada orang pribadi atau badan.

I 2 -l 5
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16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dai
penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya renibusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

17. Surat Teguran adalalr surat yang diterbitkan oleh Pejabat urtuk
menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang
retribusinya.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapm
Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau tidak seha.rusnya terutang.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dar/atau bukti yang dilaksanalian
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standr
pemeriksaan untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah dan/atau unhrk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan penmdang-
undangan retribusi daerah.

20. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diboi h€as wewenang
khusus oleh Undang-Undang rmtuk melakukan penldikan.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan
penyidikanterhadappenyelenggaraan Peraturan Daerah yang
memuat ketentuanpidana.

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Poryidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti uatuk rnembuat
terang Tindal Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan
menernukan tersangkanya.

16. Tetap

17. Telap.

18. Tetap.

19. Tetap

20. Tetap

21. Tetap.

22. Tetq

) lI 5
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BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBC dipungut retribusi atas penerbitaa
PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung aau Prasarana
Bangunan Gedung.

Pasd 3

(l) Obiek retribusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2
adalah pmerbitan PBG dan SLF.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenulan
standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung
penerbitan SLF dan SBKBG, serta penc€takan plakal SLF.

(3) Penobitan PBG dan SLF tersebut diberiftan untuk
permohonan persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum

memiliki PBG dan/atau SLF; dan
c. PBG perubahan untuk:

I . perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada

Bangunan Gedung yang mernpengaruhi aspek
keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang atau berat;

T.perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan
Gedung cagar budaya; atau

8. perbailan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan
cagar budaya-

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan
perneliharaan dan pekerjaan perawatan.

(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) adalah penobitan PBG dan SLF unruk bangunan milik
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang
memiliki fungsi keagamaan.

Tetap

2 .lI 4 -5

Nama/Jenis
Retribusi

Objek Retribusil0

9

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahur 202 I .

Tetap.
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J)I
Pasal 4

Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang
memperoleh PBG dan SLF.

Subjek Retribusi Pasal 4
(l) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan

yang mernperoleh PBG dan SLF.
(2) Wajib Retribusi PBG yang selrojuttrya disebut

Wajib Retribusi sdalah orang pribrdi atau badan
yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi PBG.

Disesuaikan dengan
ketentuan UU Nomor I
Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

pasal 5
Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

t2 Golongan Retribusi

Tetap

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

Cara Mengukur
Tingkat
Penggunaan Jasa

l3

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 202 I .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGI.'NAAN JASA

Pasal 6
(l) Besamya retribusi PBG yang terutang dihitung

berdasarkan perkalian mtara tingkar penggunaim jasa atas

penyediaan lryanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2) Tingkat p€nggunam jasa atas penyediaan layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diukur
berdasarkan formula yang mencerminkan biaya
penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) terdiri atas:

a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi
unhrk Bangunan Gedung; atau

b. Harga satuel retribusi Prasarma Bangunan Gedung
unnrk Prasarana Bangunan Gedung.

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayd (2) terdiri atas
formula unhrk.
a. Bangunan Gedung; dan
b. Prasarana Bangunan Gedung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayar (4) huruf a terdiri
atas:

Luas Total Lantai;
Indeks Terintegrasi; dan

Tetap

a.

b.
c. lndeks an Terba',
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.,.,I .l
(6) Fomrula sebagairnana dimaksud pada ayat (4) hurufb terdiri

atas:

a. Volume;
b. b. lndeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7
(l) Prinsip dan sasaran penetapatr besaran tarif retribusi

PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya
penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penerbitan
dfun PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan,
penegakan hukunr, penatausahaan, dan biaya dampak negatif
dari penerbitan PBG dan SLF ters€but.

Prinsip Penetapan
Struktur Dan
Besamya Tarif
Retribusi

t4 BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7
(l) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya
penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penerbitan
PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Disesuaikan dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021 .

l5 Struktur Dan
Besaran Tarif

Telah sesuai deogan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021 .

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(l) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan
berdasarkan kegiatan pemeriksaan peinenuhan standar teknis
dan layanan konsultasi untuk:
a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Cedung dihitung
berdasarkan Luas Total Lantai (LL0 dikalikan Indeks
Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi
(SHST) dikalikan lrdeks Terintegrasi (10 dikalikan
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) aau dengan

rumus:

LLt x (llo x SHST) x It x Ibg

Tetap
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b. Prasarana Bangunan Gedung
Tanf retnbusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks
Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunrr
Gedung Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan retribusi
prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

VxlxlbgxHSpbg

(l) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dihitung berdasarkan indeks firngsi (10 dikalikan
penjurnlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks
pararneter (lp) dikalikan faktor kepanilikan (Fm) atau dengmr

rumus:

lfxX(bpxlp)xFm

(2) Rincian perhitungan struldur dan besaran tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) tercantum dalam
larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(l) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilakukan dengan mernperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tariff retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(l) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauen tarif rctribusi PBG sebagaimana dimaksud
pede ryst (l) hanye terhsdap besaran harga/indeks
delam table HSBGN/SHST dan lndeks Lokalitas.

(3) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkernbangan perekonomian.

(4) Penetapan tariff refibusi PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3I

Disesuaikan dengan ketentuan
UU No. I Tahun 2022 dan PP
No. 16 Tahun 2021

Peninjauan dan penetapan
taril retribusi yang menjadi
kewenangan Pemda yaitu
pada tabel HSBGN/SHST
dan tndeks Lokalitas sesuai
dengan UU Nomor I Tahun
2022 dn PP Nomor 16
Tahun
2021 .
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BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pernbayaran Retribusi PBG

Pasal l0

( I ) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi
PBC terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai t a cara penerbitan

dm penyampaian SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal I I

(l) Pernbayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen
lain yang dipersam akan diterbitkan.

(2) Pernbayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku panerimaan.

(3) Hasil penerirnaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah
melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat I x
24 !tn.

(4) Bentuk isi, kualitas, uliuran, buku dan tanda bukti
pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Tetap.

Pasal I I

(l) Pernbayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan diterbitkan.

(2) Pernbayaran refibusi PBG sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan.

(3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah
melalui Bendahara Kiusus Penerima Dinas paling lanbat
I x 24 Jam.

(4) Benru( isi, k-ualitas. ukuraa buku dan tanda bukti
panbayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dotgan
Peraturan Bupati sesuai dengan ketonturn p€rrturan
perundang-undangan.

.lI -)

Wilayah
Pgmungutan

Penentuan
Pernbayaran,
Tempat
Pernbayaran,
Angsuran
Penundaan
Pernbayaran

dan

l6 Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahw 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021

Disesuaikan dorgan
ketentuan UU Nomor I
Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

Tetap.

17.



11

-l t2

(l) Dalam hal Wejib Retribusi tidak dapat melunasi
pembayaran Retribusi scbsgaimrna dimaksud pada
syst (l) dspat meminta penundaan pembayaran
dan/atau angsurstr Retribusi keprda Bupati.

(2) Bupati atrs pe rmohonan Wajib Retribusi setelah
memcnuhi persy$atan yang ditentukrn dapat
memberikan persetujuon kepade \ ajib Retribusi
untuk mengf,ngsur rttu menunda pembayaran
Retribusi PBG.

(3) Waiib Retribusi yrng diberikan penundaan
pembayaran dan/etau,ngsumn Retribusi oleh Bupati
sebagaimana dimaksud prd. ry.t (l) tidak dapot
mclunasi sampai dengan jangka wektu yang aclsh
ditentu}an, dikenck n ssnksi edministratif.

(4) Sanksi admitrfutratif scbagrimens dimaksud pado eyat
(2) berupa bunga sebeser 2Yo (ilta persen) dari
Retribusi yang tertunda sctiep bulan.

(5) Ketentuan lcbih larjut mengenai tata caro angsuran
dan penundaan pembayamn Retribusi PBG
sebogaimana dimeksud poda ayat (l) sampai dengan
ayat (4) diatur dalam Pemturan Bupsti.

Pasal ,....

Pasa.l 12

Bagian Kedua
Penagihan Retribusi PBG

Penagihan

Disesuaikan dengan
ketentuan UU Nomor I
Tahun 2022 dan PP Nomor
16 Tahun 2022 dengm
menambahkan ayat (5)
baru.

18. Bagian Kedua
Penagihan Raribusi PBG

Pasal 12

(l) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan
STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat
peringaan atau surat lain yang sejenis.

(2) Surat teguran atau suat p€ringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG
diterbi&an 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

)

Tambahkan Pasal baru
yang memuat substansi
tentang penundaan
pernbayaran.

(l) Penagihan retribusi PBG yaag terutang menggunakan STRD
dan didahului dengan surat t€guran atau surat peringatan atau

surat lain yang sejenis.
(2) Suat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7
(tujuh) hari sejak jatuh tanpo pembayaran.



L2

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang
terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain ymg
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditwrjuk.

Bagian Ketiga
Pengurangan" Kennganan dan Pembebasan Retribusi PBG

Pasal 13

(l) Bupati dapat memberikan pengurangaq keringanan
dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dur keringanar retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan memperhatikan
kernampuan wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:
a. Bangunan fimgsi sosial; dan

b. Bangunan firngsi budaya.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau
berdasarkan kiteria:
a. Bangunan ftmgsi sosial dan budaya; dan

b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpeng[asilan
rendah.

(4) Ketentum lebih lanjut mengenai tata cara pengumngan,
keringanan dan pernbebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Da.lam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ranggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disarnpaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diterbitkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana
dimokrud pada xyat (4) diatur dengan Peraturan
Bupati

Tetap.

)

., 4I J

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022.
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Bagian Keernpat
Pengembalian Atas Kelebihan Pernbayaran Retribusi PBG

Pasal 14
(l) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi

dapat mengajukan permohonan pengernbalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (anam) bulan

sejakditoimanya permohonan pengembalian kelebihan
pernbayaran refribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (l),
harus rnemberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pernbayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling larna I (satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mernpuryai utang retribusi

laimya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) Iangsung diperhitungkan unhrk
melunasi tedebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2olo (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihar pembayaran retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pernbayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pala ayal (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Disesuaikan dengan
ketenluan UU Nomor I
Tahun 2022 dan
PP Nomor l6 Tahun 2021
dengan menyempurnakan
ketentuan ayat (l).

Bagian Keernpat
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 14
(l) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi

dapat mengajukan pennohonan pengembalian kepada
Bupati dengan melyebutkanl
a. nama dan alamal Wajib Retribusii
b. masa Retribusii
c. besarrrye kelebihan pembayaran; dan
d. alasan singkat dan jelas.

(2) Bupati dalarr jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),
harus memberikan keputusan

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatukeputusan,permohonan pengembalian
pembayaran reribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waLtu paling
lama I (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai ulang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung dipethitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam
jmgka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
ditobitkanny a SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka wakru 2 (dua) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pernbayaran
retribusi.

(7) Tata cfra pengembalian kelebihan pernbayuan
retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (l) diatur
dengan Peraturan Bupati.

t
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B,AB...
KEBERATAN

Pasal ...
(l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Bupati atos SKRD atau dokumen lain yang
dipemamakan.

(2) Keberatan diajukan secars tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan dfuertai f,lasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wektu paling
lama 3 (tige) bulon sejak tanggal SKRD atau dokumen
lein yang dipenamakan diterbitkan, kecuali iika Wajib
Retribusi deprt menunjukkan bahwa jrngkr waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadean force majeur.

(4) Keadaan force majeur sebagaimana dimaksud pada
oyat (3) ,dalah suatu keadran yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan kcberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi PBG drn pelaksanaan penagihan
retribusi PBG,

Pasal ...
(l) Dalam jangke wektu paling lama 6 (enom) bulon sejak

trnggel surat keberot tr diterima, Bupati harus
memberi keputusan stas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Kebcratan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada oyat (l) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib
Retribusi, behwe keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati rtrs keberstan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menohk rtau menambah
nilai retribusi PBG yang terutang.

)

3 )2I

Tambahkan Bab dan 3 Pasal
baru yang memuat ketenh.En
tentang Keberatan sesuar
ketentuan UU Nomor I
Tahm 2022 dan
PP Nomor 16 Tahu 2021 .
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(4) Dalam hal Bupefi tidak memberi suatu keputusan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud prda ayst
(l), keberotan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(l) Dalam hal pengajuan keberatan dikebulksn sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran rrtribusi PBG
dikembalikan dengan ditambah imbalen bunga sebcser
2oh (dua persen) sebulan untuk paling bme 12 (due
belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimlnr dimrl$ud pada ayat (l)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
SKRDLB diterbitkan.

Pasal ...

Kadaluwarsa
Penagihan

19. Disempumakan sesuai
ketentuan UU Nomor I
Tahun ?022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah rnelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusiq kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Reiribusi.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

(l) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah m€lampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
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(l) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi PBG
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(l).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 16

pada ayat (l) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf 4 kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengankesadarannyamenyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pernerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

(l) Piutrng Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piuteng
Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ).(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam
Peraturan Bupati.

(2)

(3)

(4)

(5)

u ar SA Retribusihan SC apenagl

Pasal 16

sud

Disesuaikan
ketentuan LIU
Tahun 2022.

dengan
Nomor I

Sanksi
Administrasi

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahw 2022.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pa& waktunya
atau kuang mernbayar dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2o/o (dua perseratus) tiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

Tetap.

)
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika:
a. direrbitksn Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retnbusi dan Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak lurgsung
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Suat Teguran tersebut.

(4) Pangakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pernerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

20.
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Pasa}-{a

i
p€ringato"l€Efiilis"

ing-masint
<fiduh)dori{dnd€r

Pasall9

tl) Pernilik bsflgunan yary tid^t m€rlthdd*ofl snpd

k€tiata+potnbangrrnen'

i
irna,

Pasal+O

Dihapus

Dihapus.

Dihapus

Dihapus.

Pasd+t

fomilift bantuna$ yg'rg ion
imana

@

I

I 2 3
-)

Dihapus karena bukan
mcrupakan substansi
Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.

Dilmpus karena bukan
m€rupakan substansi
Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.

Dihapus karena bukan
merupakan substansi
Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.

Dihapus karena bukan
merupakan substansi
Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.
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21. Pemeriksaan

(l) Bupati berwenang melahrkan perneriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan p€raturan perundang-undangan di bidang
Retribusi

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. mernperlihatkan dan/atau merninjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran perneriksaan; dar/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat perneriksaan wajib retribusi tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
maka retribusi terutang ditetapkan secam jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perneriksaan
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

BAB IX
PEMERIKSAAN

Tetap

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022.

22 Insentif
Pemungutan

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(l) Instansi yang melaksanakaD pemungutan Retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pernberian
dan pernanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dianu dengan Peratuan Bupati dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetap.

l



19

J .t

Pernanfaatan BAB XI
PEMANFAATAN

23

Tetap.
Telah sesuai dengan ULJ
Nomor I Talln 2022.

2.4 Penyidikan

Pasal 25 tambalrkan ayat
(2) baru sesuai ketentuan
UU Nomor I Tahun 2022
dan PP Nomor 16 Tahun
2021.

BABxII
PENYIDIKAN

Pasal 25
(l) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi PBG dalam

peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

adalah:
a. menerimq mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mercari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi PBG;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi PBG;

d. memeriksa bukq catata4 dan dokumen lain berkeman
dengan tindak pidana di bidang Retribusi PBG;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuarL pencalatan, dan dokumen lain, s€rta
melakukan penltaaa terhadap bahan bukti tersebut;

f merninta bantuan tenaga ahli dalam rangta pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

Pasal 2 5
(1) Poryidikan tindak pidana di bidang Retribusi PBG dalam

peratuan daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah.
(2) Penyidik sebogaimana dimaksud poda ayat (t) adotah

pejrbat oparatur sipil negara tcrtentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangket oleh pejabat yang
b€hvenang scsuti dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
adalah:
a. menerim4 mencari. mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau |aporan berkenaal dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan ters€but menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mergenai orang pribadi atau Badan tentang
keberaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi PBG;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi PBG;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi PBG;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain_
serta rnelakukan penltaan terhadap bahan bukti
tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 24
(l) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk

mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan PBG.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peratuan
Bupati.
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g. menytruh berhenti dalvatau melarang ses€orang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan
sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang benda,
dar/atau dokumen yang dibawa;

h. memoret seseonmg yang berkaitan dengan tindak
pidana Reiribusi;

i. mernanggil orang rmtuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau ssksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakm lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
sesuai dengan kaentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mernberitahukan dimulainya penyidikan dan motyampaikan
hasil penldikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik lndonesi4 sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang be angsung dan merneriksa
identitas orang bend4 danratau dokumen yang dibawa;

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi;

i. monanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dm/atau
k- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyrdik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesi4 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-U ndang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Prdana

( l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayal (l)
adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (l)
merupakan penerimaan negsra.

Pasal 26

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

z5

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan
PP Nomor 16 Tahun 2021.

)

)

Tetap.
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Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini berlakrr Retribusi yang masih
terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 06 tahu 2012 Turtsng Retribusi P€rizinan Tertentu
(trrnbaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2012 Nomor 06) masih dapat ditagih dalam jangka
waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasd48
Peratursn Bupoti yailg m€ izi.on
Ttrtenhr yarrg ditetapkon 'sbelum Fsoturan Desrdl ini

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan
Peralihan

26

Telap

Dihapus

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahun 2022.

Dengan b€rlakunya Perda
ini, maka psaturan terkait
dengan Retribusi PBG
berpedoman kepada Perda
lnl.

27

Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahuln 2022.

Dalam per,delegasian
kewenangan mengatur tidak
boleh adanya delegasi
blangko, sesuai kctentuan
angka 210 Lampiran lI UU
Normr 12 Tahun 201I
sebagaimana tetah diubah
beberapa kali terakhir dengan
UU Nomor 13 Tahun 2022

Ketentuan Penutup BAB XV
KETENTUAN PENUruP

Pasal 29

PasalJ0

Hst hd )'ang betum diatw dd jant
lrr€ng€no
Peraturan-Bupa*

Tetap.

Dihapus

)

)

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peranuan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 te-ntang Reribusi
lzin Tertentu (t cmbaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2012 Nomor 06, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2012 Nomor 06) sepanjang mengenai Raribusi
Izin Mendirikan Bangunal dinyatakan tidak berlaku
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Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyq memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lrrnbaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3 I

Tetap
Telah sesuai dengan UU
Nomor I Tahurr. 2022.

24. Lembar
Pengundangan

Diurdangkan di Menggala
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN.... NOMOR: ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG
(bular/tanggaUtahun).

ANTHONI

WIN RTI

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal
BUPATI TULANG BAWANG,

Pejabat yang menetapkan
agar disesuaikan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal
PJ. BUPATI TULANG BAWANG,

Dundangkan di Menggala
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

AN'f HON I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN...- NOMOR : ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANC BAWANG PROVINSI LAMPUNG
(buladtanggaVtah un).

)



,1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG
NOMOR TAHT-IN
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDLING

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Nilai Retribusi (NR)
IbgLLt
It

LLt x (Ilo x SHST) x It x
:Z(LLi+LBi)
(lfxl(bpxlp)xFm

Keterangan
r LLt
r SHST

IIo

A. BANGLINAN GEDUNG
Perhitungan Retribusi persetujuan Bangunan Gedung

dikenakan kepada panohon pBG oleh pemerintatr Daerah atas
layanan pmeiksam pemenuhan standar teknis, penerbitan pBG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta
pencetakan plakat SLF. Adapun rumus perhitungan retribusi pBG
sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG
Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas
layanam konsultasi pernenuhan standar teknis, penerbitan
PBG. inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan
SBKBG, s€rta pencetakan plakat SLF. Adaprur rumus
perhitrmgan retribusi PBG sebagai berikut:

Nilai Retribusi (NR)
lbgLLt
It

: LLt x (llo x SHST) x It x
:l(LLi+LBi)
: (lf x f, (bp x Ip) x Fm

Keterangan:
. LLt : Luas Total Lantai
o SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan

Gedung Negara Sederhana yang digunakan untuk
seluruh Bangunan Gedung (milik pernerintah dan
bukan milik pemerintah)

. llo :Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase
pengali Terhadap SHST yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah, dengar nilai paling tinggi 0,5%

. It : Indeks Terintegrasi

. Ibg : Indeks BG Terbangun
o Lli : Luas lantai ke - io Lbi : Luas Basemen ke - io If :Indeks Fungsi
. bp :Bobot Parameter
o Fm : Faktor Kepanilikan

: Luas Total Lantai
:StandarHarga Satuan Tertinggi untfi Bangunan
Gedung Negara Sederhana yang digunakan untuk
seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan
bukan milik pernerintah)

: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali
Terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah
Daerah, dengan nilai paling tinggt 0,5%

: [ndeks Terintegrasi
: Indeks BG Terbangun
: Luas lantai ke - i
: Luas Basemen ke - i
: Indeks Fungsi
: Bobot Parameter
: Faktor Kepemilikan

.lt

. Ibg

. LIi

. Lbi

.lf

.bp
oFm

I 2 J -t29 Lampiran

Disesuaikan dengan UU
Nomor I Tahun 2022 dan

PP Nomor 16 Tahun 2021.

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
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l. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
a. Standar Harga Satuan Terthggi (SHST) Kabupaten Tulang

Bawang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang
Bawang berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung
Negara Sederhana.

b. SHST dihitung menggunakan aplikasi perhitungan

Standar Harga Satuan Tsrtinggi yang disediakan oleh
Kernenterian Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik lndonesia pada aplikasi SIMBG.

2. Indeks Lokalitas (llo) ditetapkan sebesar 0,42o (nol koma
empat Persen).

Tetap

lndeks Lokalitas (llo) ditetapkan sebesar 0,4olo (nol koma

empat persen).

Tabel ...
Indeks Lokalitas

(contoh)

)

I
J -)

Telah sesuai dengan

Fungsi ILO adalah sebagat

standar agar besamYa

ketetapan pada Retribusi
PBG tidak jauh berbeda

dengan ketetapan Pada
Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan flMBY tidsk
memberatkan masyarakat

dan sebaiknYa Penetapan
ILO tidak menggunakan
tarif tunggal atau dapat

berdasarkan jenis/fungsi
bangunan sesuai PP Nomor
16 Tahun 2O2l dengan
pertimbangan keadilan'
mordukung kernudahan

berusaha dan

layanan daerah.

UU

Fung:i
Brngumr Keter.[gr!

Irdckr Lol(rlit (Cortoh)

Jrhn
\rsional

Jrhn
Pror.ind

Jrlra
frhp.

ta!

Jeler
Li"Sb
!tt!

Eunia n Sedcrhala 0,5 0,5 0.5 0.1

Tmrk
S.derh.m

0,s 0,5 0,5 0.1

Lsaba \Iikro 0,{ 0,4 0,4 0,3

\oo llikro 0,5 0,! 0,5 0,5

Sorial Budrl'r P.{t D:id
SLTA

0,1 0,1 0,1 0,1

Perguruan
tirCfi

p,2 0,2 0.1 0,:

Sosial Buderr 0,3 OJ 0,3 OJ
Khuru: 0,5 0.5 0,5 0,5

Atau ditetapkan sebagai berikut:

Nomor I Tahun 2022 dan

PP Nomor 16 Tahun 2021.
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3. Indeks Tcrintegrasi (It)

lnd.lts
FungJ

00

Bobor

(bp)

Ind.!j

flp)
o.1 0.-l I

b Tidlk 2

Usala
(UMKM.

0,5 o-2 I

2

Kctif,8giorr 0.5 ')Mengituti
Tabcl
Kc6rico
hmlrh Lantri

.)Mcrgituti
Trbcl
Ko.fisi€n
ilumlah

l-,t i

r..,lm m2 dr!
<2 hlri

b.>lm d2
d.r > 2 laDbi

0.l5

0.17

0

I

0..1 F.ho( KcFmilikan (Fm) 0

Bldtn
Ussha

I

Lurs -500
tD2 dan {
l.Dtai

b. Lurs -JOO
rI2 d.! >2

lI,rri

0.8

I l2 3

Tabel lndeks Terintegrasr

diubah sesuai ketentuan PP

1 6 Tahun 202 I .

Iid.IB

&ligir

B€f,or bd.li

€ I

OJ I

+5
T.b.l

k{,fl(.F€r$ili*d1+B) 0
+

(l}utfl

)

EJ qJ +

H +

&.5 r+'l..riligd:t{b.l 9Mc!i&{ti
&b.l

l{r$+*oFqq*ld6+1]i$
+

N!+5 I
&i +

7

05 9M.esi&s.i{is.l

ler(ls*{p.Rili*an+m) e
+

n:{.ir
Q"l +

H +

O-5

3. lndeks Terinte$asi (lt)

(

rekeFrkp.l+ili*6+In9
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4. Indeks BG Terbangun (Ibg)

5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Tetap.

Tetap.

Jads Pa$angunan Indeks BG Terbargun

Bangunan Gedung Baru I

Rehabiliusi,/Rcnovasi BG

a. Scdang

b. B€ral
0A5x50%=0,225

Q65x50%=0,325

Pelcstariarl/P gmugann
a.

b.

c.

Pratama
Madya
Utama

Q65x50PZ=0.325
Q45x50o/o=0,225
0,30x50P/o=0,150

,tI 2 J I

Telah sesuai dengan UU

Nomor I Tahun 2022 dan

PP Nomor 16 Tahun 2021'

Telah sesuai dengan UU

Nomor I Tahun 2022 dan

PP Nomor 16 Tahun 202 l '

Jumlah trnlri Kocfisien Jurnlah lnnt

Baranen 3 hpis +(n) 1,393 + 0.1 (n)

Btsunen 3 lapis
t,393

Basernan 2 lapis
l,2y)

Basem€n I lapis
I,t9-l

I
I

2
1,090

.l
l,l:0

{ 1, t35

5
r,162

't,191

'I t,236

B
I,265

9
1,299
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4l 1,76t

42

1.782

44 1.789

15 't.195

46 I,801

I,1t07

,18 t,8ll
4t) t.8t8

50 1-lt23

5t 1.828

i2 l_E3l

53 l,li37

54 I,841

55 t.845

56 t.8,t9

51 I,lt53

5li 1,856

59 1.859

60 1.862

60 + (n) I ,t62 + 0,u)3 (n)

Keterangan:

. Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;

. Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai:
o Koefisien Jumlah Lantai,/Koefisien Jumlah Lapis digunakan

sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan
gedung;

. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah 0,1 setiap lapisnya;
o Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

.,
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Koefisien Ketinggian BG =

(' (LLi x KL)) + (' (I,Bi x KB))
(ILLi+ILBi)

LLi : Luas lantai ke _ i
r KL : Koefisien jumlah lantai
. LBi : Luas Basemen ke - i
o KBi : Koefisien Jumlah Leis

B, PRASARANA BANGUNANGEDLNG

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedrmg
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

VxlxIbgxHSpbg

. V : Volume
o [ : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
. lbg : Indeks BG Terbangun
. Hspbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tetap

.,I

Telah sesuai dengm

ketentuan UU Nomor I
Tahun 2022 dan

PP Nomor 16 Tahun 2021'
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNANGEDUNG

TABEL II
BESARAN TARIF DAN INDEKS PRASARANA

BANGUNAN GEDUNG

TABEL II
BESARAN TARIT DAN INDEKS PRASARANA

BANGUNAN GEDLNG
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